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WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR :000.8.6/Kep.378-Org/VII/2025

TENTANG

AGEN PERUBAHAN
PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

. a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di
Instansi Pemerintah serta dalam rangka optimalisasi
manajemen  pemerintah untuk  menciptakan  dan
menggerakan birokrasi pemerintah yang professional di
lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, diperlukan agen
perubahan reformasi birokrasi yang dapat mengubah pola
pikir dan budaya kerja di lingkungan Instansi Pemerintah;

bahwa untuk menggerakan birokrasi pemerintahan yang
profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang
dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di
lingkungan Instansi Pemerintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota tentang Agen Perubahan pada Pemerintah Kota
Bekasi;

Undang-Undang Nomor 9  Tahun 1996  tentang
Pembentukan Kotamadya Dacrah Tingkat II Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor
111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3663);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4250)
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3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Dacrah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 ltlentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik  Republik  Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2030)
scbagaimana tclah diubah dengan  Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
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11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun
2016 Nomor 6);

12. Peraturan Daecrah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bekasi (Lembaran Daecrah Kota Bekasi Tahun 2016
Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah
Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran
Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 000.8.1/117/SETDA.Org tanggal 8 Mel
2025 tentang Pembentukan Kelompok Budaya Kerja
BerAKHLAK Kota Bekasi Tahun 2025 dan Agen Perubahan
Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU . Menetapkan Agen Perubahan pada Pemerintah Kota Bekasi.

KEDUA . Susunan Agen Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Peran dan Tugas Agen Perubahan sebagaimana dimaksud

Diktum KESATU :

a. sebagai Katalis, yang bertugas memberikan keyakinan
kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya
masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja
menuju ke arah yang lebih baik;

b. scbagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong

dan  menggerakan  secluruh pegawal untuk  ikut
berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih
baik;

c. sebagai pemberi solusi, yang Dbertugas memberikan
alternatif solusi kepada seluruh pegawai atau pimpinan di
lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam
proses berjalannya perubahan unit kerja ke arah yang lebih
baik;

d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar
proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang
muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan
membina hubungan antara pihak yang ada di dalam dan
pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;

c. scbagai penghubung, yang bertugas menghubungkan
komunikasi dua arah antara seluruh pegawai di lingkungan
unit kerjanya dengan para pengambil keputusan.




KEEMPAT

KELIMA

Tembusan Yth:

1 ®

. Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan

wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.201-Org/V/2022 tentang
Aparatur Sipil Negara Scbagai Agen Perubahan Pada
Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang
perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 3 Juli 2025

WALI KOTA BEKASI,

TRI ADHIANTO TJAHYONO

1. Wakil Wali Kota Bekast;
2. Seckretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Para Kepala Perangkat Daerah.




